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Abstract 

The regulation regarding the implementation of the rights of female prisoners is contained in  Government 
Regulation Number: 32of 1999, concernin the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of  
Prisoners, where Article 20 regulates that the protection of female prisoners will be  fostered  and  educated  with  
the aim of becoming better and useful  as  Citizens  of the State after completing  their crimes  have  the ability to  
adjust to life outside the correctional facility. The success of the objectives  of the correctional  facility depends on  
several related parties, including officers who carry out guidance, related agencies and the  most  important thing is  
the participation of the community which is expected to assist in the implementation of guidance for prisoners.  
Prisoners with the correctional 2 system are treated as both subjects and objects. So the treatment of pregnant  
women inmates in two forms of treatment. What becomes one is the ability of humans to continue to treat humans  
as humans who have an equal existence with other humans. So the subject here has sameness, parallels, in the  sense 
of being a specific creature capable of thinking and capable of making decisions.  If you give birth in a prison,  
women will get health protection. This is disclosed in Article 20 paragraph (3) of Government Regulation  Number 
32/1999 as follows: Children of female prisoners  who  are brought into prison or who are born in LAPAS can be  
given additional food based on doctor's instructions, no later than 2 (two). In fact, the detention center itself  has the 
obligation to carry out periodic health checks.  
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Abstrak  O 

Pengaturan  otentang  opelaksanaan  ohak-hak  onarapidana  owanita  oadalah  otertuang  odalam  oPeraturan   

oPemerintah  oNomor:  o32  oTahun  o1999,  otentang  oKetentuan  odan  oTata  oCara  oPelaksanaan  oHak-Hak  oNarapidana,  

odimana  oPasal  o20  omengatur  ohal  otersebut  operlindungan  onarapidana  owanita  oakan  odibina  odan  odididik  odengan  

otujuan  omenjadi  olebih  obaik  odan  oberguna  osebagai  oWarga  oNegara  osetelah  omenyelesaikan  okejahatan  omereka  

omemiliki  okemampuan  ountuk  omenyesuaikan  odiri  odengan  okehidupan  odi  oluar  oLapas.  oKeberhasilan  otujuan  

opemasyarakatan  ofasilitas  otergantung  opada  obeberapa  opihak  oterkait,   otermasuk  opetugas   oyang  omelakukan  

opembinaan,  oterkait  olembaga  odan  oyang  oterpenting  oadalah  opartisipasi  omasyarakat  oyang  odiharapkan  ountuk   

omembantu  opelaksanaan  opembinaan  obagi  onarapidana.  oTahanan  odengan  opemasyarakatan  o2  osistem   

odiperlakukan  osebagai  osubjek  odan  oobjek.  oDemikian  operlakuan  onarapidana  oibu  ohamil  odalam  odua  obentuk   

opengobatan.  oYang  omenjadi  osatu  oadalah  okemampuan  omanusia  ountuk  oterus  oberobat  omanusia  osebagai  

omanusia  oyang  omemiliki  okeberadaan  oyang  osetara  odengan  omanusia  olainnya.  oJadi  osubjek  odi  osini  omemiliki  

okesamaan,  oparalel,  odalam  oarti  omenjadi  omakhluk  otertentu  oyang  omampu  oberpikir  odan  omampu  odalam   

omembuat  okeputusan.  oJika  omelahirkan  odi  oLapas,  operempuan  oakan  omendapat  operlindungan  okesehatan.  oIni  

oadalah  odiungkapkan  odalam  oPasal  o20  oayat  o(3)  oPeraturan  oPemerintah  oNomor  o32  oTahun  o1999  osebagai  oberikut:  

oAnak  onarapidana  operempuan  oyang  odibawa  oke  oLapas  oatau  oyang  olahir  odi  oLAPAS  obisa  odiberikan  omakanan  

otambahan  oberdasarkan  opetunjuk  odokter,  opaling  olambat  o2  o(dua)  okali.  oBahkan,  oRutan  osendiri  omemiliki  

okewajiban  ountuk  omelakukan  opemeriksaan  okesehatan  osecara  oberkala. 
Kata  oKunci  o:  oImplementasi,  oPengawasan,  oNarapidana,  oIbu  oHamil 

Pendahuluan 

 Mengacu pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga 

negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, hal tersebut dapat diartikan bahwa 

perempuan dan lelaki memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Dalam 

prakteknya perempuan memiliki keistimewaan dari lelaki baik itu dari fisik, sistem reproduksi 

dan keistimewaan perempuan tersebut juga termasuk mengandung dan menyusui. Hak atas 

keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dipertanyakan saat perempuan tersebut 
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harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana yang 

dilakukan oleh perempuan tersebut mengakibatkan dijatuhinya hukuman berupa kurungan 

penjara di Lembaga pemasyarakatan. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana memberikan dampak berupa sanksi pidana yang diantaranya adalah hukuman penjara. 

 Pidana   openjara  omerupakan  osalah  osatu  osanksi  opidana  opokok  oyang  oharus  odijalani  ooleh   

opelaku  otindak  opidana  oitu  osendiri.  oDari  osemua  oketentuan  oyang  otercantum  odalam  odelik-delik  

ohukum  opidana  oKUHP  osanksi  opidana  openjara  otermasuk  okedalam  osanksi  opokok  oyang  oharus  

oditerima   opelaku  otindak  opidana.  oPidana  openjara   openjara  oJurnal  oInterpretasi,  otersebut  odilaksanakan  

odi  olembaga   opemasyarakatan,   oyang  odimana  osistem  opemenjaraan  otersebut  oditekankan  oatas  odasar  

opertanggungjawaban  oatas  otindak  opidana  oyang  otelah  odilakukan  ooleh  opelaku  odan  odiharapkan  odapat  

omemberi  oefek  ojera  obagi  opelaku.  oLembaga   opemasyarakatan  oitu  osendiri  omerupakan  oinstansi  oyang  

obergerak  odalam  osistem  operadilan  oterakhir,  oyang  odimana  omenjadi  otempat  oatau  owadah  obagi  opara  

opelaku  otindak  opidana.  oKurungan  openjara  otersebut  odapat  osepenuhnya  omenghilangkan  

okemerdekaan  odari  opelaku  otindak  opidana  oyang  omenjadikan  opelaku  otindak  opidana  otidak  olagi  

omemiliki  okehidupan  oyang  obebas  oseperti  osebagaimana   omestinya.  oKehilangan  okemerdekaan  oatas  

ohidupnya   omenjadikan  oorang-orang  oyang  odijatuhi  osanksi  opidana  okehilangan  ohak-hak  onya  osebagai  

olayaknya  omanusia  opada  oumumnya.  oSistem  opidana  okurungan  osaat  oini  oberbeda  odengan  osistem  

opidana  okurungan  oabad  oke  o18.  oPada  osaat  oitu  ohukuman  odilakukan  odengan  okejam  odan  odilakukan  odi  

omuka  oumum. 

 Hukuman penjara di Lembaga pemasyarakatan itu sendiri bertujuan agar warga binaan 

menjadi manusia seutuhnya, menyadari akan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan 

tidak mengulanginya lagi sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya 

dan dapat hidup wajar selayaknya masyarakat yang baik dan bertanggungjawab di 

lingkungannya. Dari sekian banyak warga binaan di Lembaga pemasyarakatan terdapat juga 

perempuan yang sedang mengandung di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan kondisi 

mengandung bahkan sampai melahirkan, kejadian seperti ini sering terjadi di dalam Lembaga 

pemasyarakatan dan hal-hal seperti ini telah diatur dalam sistem operasional prosedur dari 

pembinaan ibu hamil di lingkungan pemasyarakatan tersebut. Hak atas keistimewaan yang 

dimiliki oleh perempuan tersebut dipertanyakan saat perempuan tersebut harus 

bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan 

oleh perempuan tersebut mengakibatkan dijatuhinya hukuman berupa kurungan penjara di 

Lembaga pemasyarakatan. Sanksi pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan memang 

bertujuan untuk menghilangkan rasa bebas yang dimiliki oleh narapidana, tetapi penghilangan 

kebebasan tersebut juga harus mengacu kepada hak asasi manusia dari warga binaan yang 

harus dijaga oleh petugas pemasyarakatan. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia 

dalam Lapas khusus bagi perempuan yang sedang dalam kondisi hamil atau pasca melahirkan, 

maka diperlukan perlakuan khusus bagi mereka dan Lembaga pemasyarakatan diharapkan 

menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak 

mutlak dari narapidana itu sendiri dapat diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 

20 ayat (1) dan ayat (3) [1] 
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Metode  oPenelitian 

Penelitian  oini  omenggunakan  ometode  openelitian  onormatif  odengan  omelakukan  openelusuran   

opustaka.  oHasil  openelitian  oini  odi  operoleh  obahan  obahan  ohukum  odalam  obentuk  oundang  

oundang,Pendapat  osarjana   oserta  otulisan-tulisan  odi  oseputar  openyelesaian  ohukum.  oJenis  odata   oyang  

odigunakan  odalam  openelitian  oini  oadalah  odata  oyang  oterdiri  odari  obahan  ohukum  oprimer,  osekunder,  

odan  otersier  osebagai  oberikut.  oBahan  ohukum  oprimer,  oyaitu  obahan  ohukum  oyang  omempunyai  

okekuatan  omengikat  oberupa  operaturan  operundangundangan  oIndonesia  odan  oinstrument  ohukum  

ointernasional  oberupa  operjanjian  ointernasional  oterkait  odengan  osubstansi  oper-undang-undangan  odi  

oIndonesia.  oBahan  ohukum  osekunder,  oyaitu  obahan  ohukum  oyang  oerat  okaitannya   odengan  obahan  

ohukum  oprimer  odan  odapat  omembantu  omenganalisa,  omemahami,  odan  omenjelaskan  obahan  ohukum  

oprimer,  oyang  oantara  olain  oadalah  obuku,  ointernet,  oartikel  oilmiah,  odisertasi,  otesis,  odan  omakalah. 

 

 oPembahasan  o 

Dalam  oUndang-undang  opemasyarakatan  otidak  odiatur  otentang  operlindungan  ohukum  

oterhadap  onarapidana  owanita  opadahal  okarakter  onarapidana   owanita  odan  olaki-laki  osungguh  oberbeda  

obaik  odari  osegi  opsikologis  omaupun  odari  osegi  opisik  oidealnya   openempatan  oantara  onarapidana   olaki-

laki  odan  owanita  oharus  odipisahkan.Tujuan  odidirikan  olembaga   opemasyarakatan  owanita   oadalah  

ountuk  omemisahkan  oantara   onarapidana  owanita  odengan  onarapidana   olakilaki  odemi  ofaktor  okeamanan  

odan  ofaktor  opsikologis.  oPada  odasarnya  ohak  oantara  onarapidana  owanita  odan  onarapidana  opria  oadalah  

osama,  ohanya  odalam  ohal  oini  okarena  onarapidananya   oadalah  owanita  omaka  oada  obeberapa  ohak  oyang  

omendapat  operlakuan  okhusus  odari  onarapidana   opria  oyang  oberbeda   odalam  obeberapa  ohal,  

odiantaranya   okarena  owanita   omempunyai  okodrat  oyang  otidak  odipunyai  ooleh  onarapidana  opria  oyaitu  

omenstruasi,  ohamil,  omelahirkan,  odan  omenyusui  omaka  odalam   ohal  oini  ohak-hak  onarapidana   owanita  

operlu  omendapat  operhatian  oyang  okhusus  obaik  omenurut  oUndang-Undang  omaupun  ooleh  opetugas  

olembaga   opemasyarakatan.[2] 

2.1.  oHak  oNarapidana  oWanita  oYang  oHamil  oDan  oMelahirkan  oAnak  oDi  oDalam  oLapas 

Tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum 

yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk 

menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana 

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan 

dasardasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 

melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal 

apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 

pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana 

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana harus 

menjalankan masa hukumannya yang ditetapkan oleh hakim. Seorang narapidana akan dibina 

di dalam lembaga permasyarakatan dengan harapan agar narapidana tersebut memiliki 

kesadaran dan efek jera serta tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, Sebagai 
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narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai 

narapidana boleh terlalaikan, negara harus tetap menjamin segala hak yang dimiliki oleh 

narapidana tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, serta sebagai 

narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk 

pertanggung-jawabannya. [3] 

 Anak  oyang  olahir  odi  oLembaga  oPemasyarakatan  otelah  omencapai  o2  otahun  oharus  odiserahkan  

okepada  obapaknya  oatau  osanak  okeluarga  oatau  opihak  olain  oatas  opersetujuan  oibunya.  oKenyataannya   odi  

olembaga   opemasyarakatan  obelum  osampai  omencapai  ousia  o2  otahun  osudah  odi  oambil  ooleh  opihak  

okeluarga.  oKodrat  oyang  otidak  odipunyai  ooleh  onarapidana   opria  oyaitu  omenstruasi,  ohamil,  omelahirkan,  

odan  omenyusui   omaka  odalam   ohal  oini   ohak-hak  onarapidana   owanita  operlu  omendapat  operhatian  oyang  

okhusus  obaik  omenurut  oUndang-undang  omaupun  ooleh  opetugas  olembaga  opemasyarakatan.18   oAnak  

olahir  odi  oLAPAS  odapat  odiberi  omakanan  otambahan  oatas  opetunjuk  odokter,  opaling  olama  osampai  

oberumur  o2  o(dua)  otahun  odalam  ohal  oanak  osebagaimana   odimaksud  odalam  oayat  o3  otelah  omencapai  

oumur  o2  o(dua)  otahun,  oharus  odiserahkan  okepada  obapaknya  oatau  osanak  okeluarga,  oatau  opihak  olain  oatas  

opersetujuan  oibunya  odan  odibuat  odalam  osatu  oberita  oacara.  ountuk  okepentingan  okesehatan  oanak,  

oKepala  oLAPAS  odapat  omenentukan  omakanan  otambahan.  oAnak  oyang  olahir  odi  oLembaga  

oPemasyarakatan  otelah  omencapai  o2  otahun  oharus  odiserahkan  okepada  obapaknya   oatau  osanak  okeluarga  

oatau  opihak  olain  oatas  opersetujuan  oibunya.  o 

 Kenyataannya   odi  olembaga  opemasyarakatan  obelum  osampai  omencapai  ousia  o2  otahun  osudah  odi  

oambil  ooleh  opihak  okeluarga.  oKodrat  oyang  otidak  odipunyai  ooleh  onarapidana   opria  oyaitu  omenstruasi,   

ohamil,  omelahirkan,  odan  omenyusui  omaka  odalam  ohal  oini  ohak-hak  onarapidana   owanita   operlu  

omendapat  operhatian  oyang  okhusus  obaik  omenurut  oUndang-Undang  omaupun  ooleh  opetugas  olembaga  

opemasyarakatan.   odengan  okelengkapan  osarana  odan  oprasarana   oseperti  otenaga  omedis,  oruang  

opersalinan,  ocloset  oyang  omendukung  okeamanan  obagi  operempuan  oyang  osedang  ohamil  oserta   

otuntunan  okonseling. 

 Berkaitan  odengan  operlindungan  oterhadap  ohak-hak  obagi  onarapidana  owanita  odi  odalam  

olembaga   opemasyarakatan  osebagaimana  okunjungan  openulis  odi  oLembaga   oPemasyarakatan  oKota  

oManado,  obelum  oada  osarana   odan  oprasarana   oyang  omendukung  opeluang  operlindungan  ohak-haknya  

oseperti  omendapatkan  orasa   oaman  odari  ogangguan  osesama  onarapidana.  oDemikian  ohalnya.  odi  oLapas  

osehingga  otujuan  odari  opembinaan  oitu  osendiri  oyaitu  omengembalikan  onarapidana  oketengah  

omasyarakat  otidak  otercapai.  oKeberhasilan  otujuan  oPemasyarakatan  otergantung  odari  obeberapa  opihak  

oyang  oterkait  oantara  olain  opetugas-petugas  oyang  omelakukan  opembinaan,  oinstansi-instansi  oyang  

oterkait  odan  oyang  opaling  openting  oadalah  operan  oserta  omasyarakat  oyang  odiharapkan  odapat  

omembantu  opelaksanaan  opembinaan  onarapidana.  oMasyarakat  omemiliki  operanan  oyang  osangat  

oberarti  odalam  oproses  oresosialisasi  onarapidana   oyang  osaat  oini  omasih  osulit  odilaksanakan.  o 

 Hal  oini  odikarenakan  opada  owaktu  onarapidana  oselesai  omenjalani  ohukumannya  odan  osiap  

okembali  oke  omasyarakat  otidak  ojarang  omuncul  opermasalahan  odikarenakan  okurang  osiapnya  

omasyarakat  omenerima  omantan  onarapidana.  oBanyak  omasyarakat  oyang  omerasa   otakut,  ocuriga  odan  

okurang  opercaya   opada  omantan  onarapidana   oyang  okembali  opada  okehidupan  ososial,  oMeskipun   

omantan  onarapidana   osudah  omenunjukkan  osikapnya  oyang  obaik.  oMasih  obanyak  omasyarakat  oyang  
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omemperlakukannya  osecara  otidak  owajar.  oHal  oini  oyang  omungkin  omenjadi  osalah  osatu  opemicu  

oseseorang  omengulangi  operbuatan  oyang  omelanggar  ohukum. 

2.2  oHak  oNarapidana   oWanita  oMembesarkan  oAnak  oDi  oDalam  oLapas 

 Warga Binaan Pemasyarakatan atau disingkat dengan WBP dalam pemenuhan haknya 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, misalnya Pasal 14 ayat 1 terkait 

pemenuhan hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang 

dianutnya. Lebih lanjut pemenuhan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 dimana Pasal 2 mengatur tentang pelaksanaan ibadah yang dapat dilakukan di 

dalam LAPAS atau di luar LAPAS sesuai dengan program pembinaan. Tidak hanya 

pemenuhan hak utuk beribadah, pemenuhan hak lainnya diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 

tentang Pendidikan dan bimbingan spiritual. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak hanya 

diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti narapidana, anak didik 

pemasyarakatan dan juga klien pemasyarakatan tetapi juga terdapat tahanan yang di titipkan 

oleh Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian ke lembaga pemasyarakatan. Hal itu bisa saja terjadi 

dikarenakan tidak semua daerah di Indonesia memiliki Rumah Tahanan (RUTAN) dan 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Apabila di suatu daerah tersebut hanya terdapat Rumah 

Tahanan (RUTAN) maka Rutan tersebut memiliki dua fungsi sebagai Rumah Tahanan maupun 

Lembaga Pemasyarakatan. 

 Narapidana atau Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui adalah seseorang 

perempuan atau wanita yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui, yang sedang tidak 

merdeka, hidup di dalam lembaga permasyarakatan karena terbukti melakukan Sama seperti 

Warga Binaan lainnya, Warga Binaan wanita hamil atau menyusui memiliki hak dan 

kewajiban. Yang membedakan adalah Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui harus 

memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan negara untuknya di dalam LAPAS. 

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana 

tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta 

dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan 

terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal 

dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Selama ini perhatian banyak 

diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan 

hukum baik di lembaga pembuat Undang-undang maupun pihak yang bertanggung jawab 

dalam hal pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa 

kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. 14 Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. 

Hak  oMenyusui  oBagi  oIbu  oSangat  openting  opemberian  oair  osusu  oibu  ountuk  oanak  oyang  obaru  olahir,  oair  

osusu  oeksklusif  oyang  odiberikan  ooleh  oibu  okepada   obayinya  omemiliki  omanfaat  oyang  osangat  obanyak.  

oAir  osusu   oibu  oeksklusif  oadalah  oair  osusu  oibu  oyang  odiberikan  okepada  obayi  osejak  odilahirkan  oselama  o6  

o(enam)  obulan,  otanpa  omenambahkan  odan  oatau  omengganti  odengan  omakanan  oatau  ominuman  olain. 

Dalam  ohal  oini,  ousaha  oatau  ocara  oyangdilakukan  ountuk  omencapai  okeberhasilan  omenyusui  odisebut   

odengan  oManajemen  oLaktasi.  o 

  oManfaat  oMenyusui  oBerikut  oadalah  osalah  osatu  omanfaat  omenyusui  ountuk  oibu.  oMenyusui  odapat 
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memberi  omanfaat  obagi  okeschatan  ofisik  odan  opsikologis  oibu,  obaik  ojangka  opendek  omaupu  opanjang,  

oseperti  oberikut  o:  o 

1.  oMengurangi  opendarahan  opasca  opersalinan  o 

2.  oMempercepat  obentuk  orahim  okembali  oke  okeadaan  osebelum  ohamil 

3.  oMengurangi  oresiko  oterkena  okanker  opayudara,  okanker  oindung  otelur  o(ovarium),  odan  okanker  

oendometrium  o 

2.3  oUpaya  oLapas  oDalam  oPemenuhan  oHak  oNarapidana  oWanita  oYang  oHamil,  oMelahirkan  oDan  

oMembesarkan   oAnak  oDi  oDalam  oLapas 

 Peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas 

Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamatan Warga Binaan 

Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 yang 

menyatakan bahwa: “Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang 

melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan dan pengamatan warga binaan”. 

 Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

menyebutkan bahwa: Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi 

masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan 

Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilainilai 

yang terkandung dalam Pancasila.  

 Dalam  opelaksanaan  osistem  opemasyarakatan  otersebut,  odiperlukan  ojuga  opartisipasi  oatau  

okeikutsertaan  omasyarakat,   obaik  odengan  omengadakan  okerjasama  odalam  opembinaan  omaupun  

odalam  osikap  obersedia  omenerima   okembali  oWarga  oBinaan  oPemasyarakatan  oyang  otelah  oselesai   

omenjalani  opidananya.  oLembaga   opemasyarakatan  osebagai  oinstansi  oterakhir  odi  odalam  osistem  

operadilan  opidana  omerupakan  olembaga  oyang  otidak  omempersoalkan  oapakah  oseseorang  oyang  

ohendak  odirehabilitasi  oini  oadalah  oseseorang  oyang  obenar-benar  oterbukti  obersalah  oatau  otidak.  oTujuan  

olembaga   opemasyarakatan  oadalah  opembinaan  opelanggar  ohukum,  ojadi  otidak  osemata-mata  

omelakukan  opembalasan  omelainkan  ountuk  opemasyarakatan  odengan  oberupaya  omemperbaiki  

o(merahabilitasi)  odan  omegembalikan  o(mengintegrasikan)  onarapidana  oke  odalam  omasyarakat,   oini  

omerupakan  olandasan  ofilosofi  odari  osistem  opemasyarakatan.   oSistem  opemasyarakatan  odisamping  

obertujuan  ountuk  omelindungi  omasyarakat  oterhadap  okemungkinan  odiulanginya  otindak  opidana  ooleh  

owarga  obinaan  opemasyarakatan,  oserta  omerupakan  openerapan  obagian  oyang  otidak  oterpisahkan  odari  

onilai-nilai  oyang  oterkandung   odalam  opancasila.  oUntuk  omelaksankan  osistem  opemasyarakatan  

otersebut  odiperlukan  ojuga  okeikutsertaan  omasyarakat,   obaik  odengan  omengadakan  okerjasama   odalam  

opembinaan  omaupun  odengan  osikap  obersedia   omenerima  okembali  owarga  obinaan  opemasyarakatan  

oyang  otelah  oselesai  omenjalani  opidananya.  o[4] 

Kesimpulan 

 Tujuan  odari  opembinaan  oyang  odilakukan  ooleh  oLembaga  oPemasyarakatan  oadalah  oagar  onarapidana  

otidak  omengulangi   olagi  operbuatannya  odan  obisa  omenemukan  okembali  okepercayaan  odirinya  oserta  odapat  

oditerima  omenjadi  obagian  odari  oanggota  omasyarakat.  oKarena  okekhilafan  oyang  omembuat  oseorang  owanita  

oharus  omenjalani  omasa  ohukuman  odan  omenjadi  oseorang  onarapidana  odi  oLAPAS  odengan  okondisi  osedang  
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ohamil,  omembuat  okesehatan  obagi  ocalon  oibu  odan  ocalon  obayi  oterancam  otidak  osehat,  okarena  ofasilitas  oyang  otidak  

olengkap,  opelaksanaan  okegiatan  oyang  oterlalu  oberat  odan  opadat,  oserta  oburuknya  opelayanan  obagi  onarapidana  

ohamil  otersebut.  oAnak  oyang  olahir  odi  oLembaga  oPemasyarakatan  otelah  omencapai  o2  otahun  oharus  odiserahkan  

okepada  obapaknya  oatau  osanak   okeluarga  oatau   opihak  olain  oatas   opersetujuan   oibunya.  oKenyataannya  odi  olembaga  

opemasyarakatan  obelum  osampai  omencapai  ousia  o2  otahun  osudah  odi  oambil  ooleh  opihak  okeluarga. 

 Melaksanakan  otugas  opembinaan  odan  opengamatan  oWarga  oBinaan  oPemasyarakatan  odalam  oPasal  o8   

oUndang-Undang  oNomor  o12  oTahun  o1995  otentang  oPemasyarakatan  otersebut  osebagai  oPejabat  oFungsional   

oPenegak  oHukum  obahwa:  o“Petugas  opemasyarakatan  oadalah  opejabat  ofungsional  openegak  ohukum  oyang  

omelaksanakan  otugas  odi  obidang  opembinaan,  opembimbingan  odan  opengamatan  owarga  obinaan.  
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